
BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEI4 TAPANUL1 UTARA

NOMOR9 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANCG UNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN AL'GGARAN 2023

Menimhang

Mengingat

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANU LIU BARA,

bahwa untukmMaksanakau ketentuan Pasal 320ayat(1)

Undang Lnclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah, Kcpala Daerah menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawalaan Pelakianaan APBD kepada Dewan

Perwakilan Rakvat Daerah dengan dilampiri laporan

keuangan vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Kerangan paling lambat € (enam) bulan setelah tahun

anggaran berakhir, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawalaan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal l8 ayat (C›) Undang-IJndang Dasar Negara Republik

Ind‹anesia Tahun 194S;

Undang-Undang Drt No mor 7 Tahun 1956 tentanq

Pernbentiikan Daerah Citonom Kab upaten-kabu paten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera U tara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19?o6

Nomor ?oS, Tambahan Lembaran Negara Republik

I iadonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teiatang

lieuangan Negara (Lernbaran Negara Rep ublik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Rep ublik IndonesiaN om or 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran

Negara Rep ublikI ndonesie Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor lS Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolao n dan Tanggung H awab

Keuangan Negara (Lembai‘an Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 N om or fi 6. Tam ha han Lembaran Negara

RepublikI ndonesiaN ornor 4400);

U ndang-U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014N om nr244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5fi67)

diubah beberapa

Nomor 9 Tahun

sebagamana



7.

8.

9.

10.

1 1.

12.

13.

lQ.

15

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Noinor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang £?ipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2023 Nomor 41,Tarnbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peratiiran Pemerintah Nomor 18Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Admiriistratif Pimpirian

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



1 7. Peratiiran Presiden Nom‹›r 16 Tahun 2018 teritang

Pcnga0aais Barang/Jasa 2’cmerintah {Lcmbaran Negara

Rcpiiblik Indonesia Tahun 2018 Nomor3 3)scbagaimana

telah diubala dengan Peraturan Prcsicten Nomor i2

Tahun 2G21 tentang PcruL ahan Atas Peraturan Prcsiden

No mor 1ó Tahun 2018 teritang Pengadaan Barang/Jasa

Pemcrintala tLembaran Nepara Rcpublik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

1 S.Peraturan MenteriD alam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tcntang Penerapan Stan(iar Akiintansi Pennerintahan

Berbasis .Akrual pada Pemerintah DaePdh (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor l4ü5);

19.Peratctran Mes teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembcntu6an Produk Hukum Daoah

sebagaimana telah cliubah clengan Pcraturan Mcnteri

Dalam Negcri Nomor1 20 Tahun 201 8;

2O. Peraturan Me nteri Dalam Ncgcri Nomor11 Tahun 2017

tentang Pedoman EvaluasiR ancangan Pcraluran Daerah

tcntang Pcrtanggungjaivo bar Pelaksaiaaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Da erah tentang Pcnjabaran

Pertanggungjawaban Pelai:sanaari Anggaran Pcndapatan

dari Be lanja Daerah (Berita Negara Republik Indonèsia

Tahun 2017 Nomor 450};

2 I. Pere turan Me nteri D alam Negeri No mor 90 Tahun 2019

tc ntang Klasifikr si, Kc dcfikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangurian d an Keuangan Daerah

(Bcrita Negara Rcpublik ndoncsia Tahun 2019 Nomor

1 447);

2 2.Peraturan McnteriD alam Negeri No mor 77 Tah un 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ke uangan Daerah

(Berita Negara Reperblik I ndonesia Tahun 202O Nomor

1 781);

23 . Per attiran DaerahK abiipiitcla Tapanuli U taraN o mor 0fi

Tahun2 OM2 tentang An g¡;aran Pe nda patan dan Be lanja

Dacrah Tahun An ggaran 2023;

2 4. Pcrattiraia DaerahK abup‹tten TapanuliU tara No mor 0 6

Tahun 2028 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Be lanja Daerah Ka bctpaten Tapanuli Utara Tahun

Anqgaran 2023;

25. Peraturan Bupati Tapanu!iL tara Nomor 26 Tahun 2023

tentang Penjabaran Periibah an An ggaran Pcnda patan

dan Belanja Daerah Kabupatcn Tapanuli U tara Tahuri

Anygaran 2023 scbagaímana telah d inbah dcngan

Peratoran Bupati Tapanuli U I ara No mor 30 Tchun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturar Bu pati TapanuliU tara

Nomor 2ò Tahun 2023 tentang Penjabaran Pcrubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggai in2 O2 U.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUISKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANCi£iARAN 2023.

Paeal1

(1) Pertanggungjawaban pelakeanaaii APBD berupa laporan

keuangan yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operaeional;

e. laporan am s kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atae laporan keuangan.

(2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ disertai

lampiran laporan kine;ja dan ikhtisar laporan keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal2

Laporan realieasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1} huruf a Tahun Anggaren 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan .................................. Rp 1.400.956.430.711,00

b. Belanja ......................................... Rp 1.373.350.393.253,00

d. Pembiayaan:

- Penerimaan ............................... Rp 63.076.262.956,00

- Pengeluaran .............................. Rp 72.409.349.558,00

Pasal3

Uraian laporan realisasi anggaran eebagaimana dimaksud dalam

Pasal2 adalah eebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan eejumlah

Rp67.931.010.010,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan.............................. Rp 1.468.887.440.721,00

b. Realieaei ................................. Rp 1.400.956.430.711,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja eejumlah

Rp98.209.273.864,00 ,dengan rincian aebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah

perubahan.............................. Rp 1.471.559.667.1 17,00

b. Realiaaei ................................. Rp 1.373.350.393.253,00



3. Selisih anggaran dengan r‹•alisasi surplus/ defisit sejumlah

Rp(30.278.263.854,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran setelah perubahan Rp (2.672.226.396,00)

b. Realisasi surplus (defisit} .... .. Rp 27.606.037.458,00

Seltslh fciirnnp ................... Rp {30.278.263.854,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp 12.005.312.998,C 0, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah perubahan. Rp

b. Realisasi .................................... Rp

Settsth ictirortp..................... Rp

75.081.575.954,00

63.076.262.956,00

12.005.312.998,00

5. Selisih anggaran dengan r‹:a1isasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah pecabahan. Rp 72.409.349. 558,00

b. Realisasi .................................... Rp 72. 409.349.558,00

Selfsfii .. ..............................Rp {0,00)

Pasal4

Laporan Perubahan Saldo Anggaian Lebih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal1 ayat (1} hurufb per 31 Desember Tahun 2023 sebagai

berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal ............ Rp 63. 08 1. 575.953,00

b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun

bers alan....................................... Rp 63.076.262.956,00

Sub total...... ....... Rp 5.3 12.997,87

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan

Anggwan(SILPA/SIKPA) :: : ::Rp

d Koreks KesMahan Ptmbukuan

Tahun Sebelumnya .........................Rp

d. Lain-lain...................................... Rp

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir ...........Rp

18. 278.263.553,87

(5.312.997,87)

0,00

18.272.950.856,00

PasalS

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (l) hurufc per31

Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset...................................Rp 2.665.044.882.484,85

b. jumlah kewajiban .........................Rp 333.288.956.757,00

c. Ekuitas....................................... Rp 2.331.755.925.727,85

d. Jumlah kewajiban dan ek.uitas

dana .................................... ......... Rp 2.665.044.882.484,85

Pasal6

Laporan Operasional sebagaimanei dimaksud dalam Pasall ayat( l)

hurufd untuk tahun yang beraJchir sampai dengan 31 Desember

2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO ........................

b. Beban ..............

c. Surplus/ defisit dari kegiatan

Operasional

d. Surplus/ defisit dari kegiatan non

operasional ..........................

Rp 1 .215.064.466.924,00

Rp 1. 162. 194.274.304,02

Rp 52.870. 192.6 1 9,98

Rp (3. 108.238.903,00



e. Surpliis/ defisit sebelum po:› luar Rp 49.761.953.716,98

biasa ......... Rp 0,00

f. Surplus/ defisit dari pos luar biasa Rp 49.761.953.71ö,98

g. Surplus/ Defisit —LO......................

Pasal7

Laporan Arus Eas sebagaimana ‹Jimaksud dalam Pasal 1 ayat (l)

hurufe untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per1 januari 2023 Rp ö3.08 1.575.9 53,00

b. Arus kas bersih dari aktivitas

operasi ................................ ........ Rp 194.756.304.7 17,00

c. Am s kas bersih dari aktivitas

investasi ....................................... Rp (170. 150.267.259,00)

d. Am s kas bersih dari aktivitas

pendanaan .......................... ........ Rp (69.409.349.558,00)

e. Arus kas bersih dari aktii'itas

transitoris

f. Saldo kas akhir per 3 l Desember

2023

Rp 0,00

Rp 18.272.950.856,00

Pasal8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksudd aJam Pasal 1

ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l

Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/ defisit — LO

c. Koreksi ekuitas lainnya

d. Ekuitas Akhir

Rp 2.27 1. 169.554.344,78

Rp 49.761.953.716,98

Rp 10.824.417.666,09

Rp 2.331.7 55.925.727,85

Pa*,a19

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

l ayat ( 1) hurufg tahun anggaran 2023 memuatinformasi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peratııran Daerah ini, terdiri dari

a. LampiranI Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.2

Larripiran 1.3

menurat urusan pemerintahan daerah

dan or¡;anisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut iirusan pemerintahan daerah,

organi'sasi, pen dapatan, belanja dan

pembi‹tyaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerali menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan

kegiatim;



Lampiran I.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. LampiranX

k. Lampiran XI

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

q. Lampiran XVII

r. Larripiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

Laporari Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

Laporari Operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatar atas laporan keiaangan;

Daftar ¡iiutang daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisilian Dana Bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Daftar realisasi penambahan dan

pengur‹ingan aset tetap daerah;

Daftar lłekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konsrruksi Dalam

Pengerj.aan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar líewajiban jangka Pendek;

Daftar lśewajiban jangka Panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

Dise1es,úkan sampai akhir tahun dan

diangga.rkan kembali dalam tahun

anggar‹in berikutnya;

Ikhtisar Laporan Ken angan Badan

Usaha Milik Daerah/ Perusahaan

Daerah (BUMD).

Pasid 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dat Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturaia Daerah inimulai berl,iku pada tanggaldi undang kan.

Agar setiap orang rnecgetahuinj a, memerintahkan

pengund angan Peraturan Daerah inidengan penempatannJ'a

clalam Lem baran Dae rah liabup iten TapanuliU tara

D iundangkan diTarutun

Pada tanggal -0 - )

Ditetapkan diTa rutung

pada tanggal W - 9 * M

Pj.B U PATI TAPANU LlUTARA,

DTO-

Dl POSMASiHOMB €,

S HKR ETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULIUTARA,

DTO,

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMAR2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAf'ANULI UTA RA TAHUN 2024

NOMOR °1

NORECi PERATURAN DAERAH KABUPATf?N TAPANULI UTARA PROVIN SI

SUMATLRA UTARA TDNTANG PERTANG' UNG.IAWABAN PALAKSANAAN

ANGCARAN PENDAPATAN DAN BKLANJ/\ DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023(1 —1 09/ 2024).

Salinan ses aidengancs linya

KEPAL BA IANDU KUM,

WALLY ALB TIHASURUNGAN SIMANJU FITAK

Pembina {IV/a)

‘ NIP. 19B70704201101 1 008


